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ABSTRAK

Adat Minangkabau khususnya di kota Solok melarang perkawinan satu
suku. Terhadap pelaku perkawinan satu suku, akan diberikan sanksi adat.
Masalah yang akan diteliti adalahl)Perkawinan satu suku bagaimanakah
yang dilarang dalam masyarakat adat kota Solok?2)Bagaimanakah
penerapan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku bagi masyarakat
kota Solok? Metode penelitian sosiologis yuridis. Sumber data adalah data
primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara
dan studi kepustakaan. Analisis data dengan metode kualitatif. Hasil
penelitian 1)Perkawinan satu suku yang dilarang dalam masyarakat hukum
adat di kota Solok adalah perkawinan satu suku, satu ninikmamak, dan ada
hubungan darah (saparuik), sanksinya dibuang ka biliak dalam dan
digantuang ka tajang pisang masak, dan perkawinan satu suku, satu
ninikmamak, tidak miliki hubungan darah (tidak saparuik), sanksinya
dibuang sepanjang adat.2)Penerapan sanksi dibuang ka biliak dalam dan
digantuang ka tajang pisang masak, yaitu para pelaku perkawinan satu
suku, dibuang dari lingkungan adat seumur hidup, namun para pelaku
perkawinan satu suku diberi bekal untuk melanjutkan hidupnya, dan tidak
boleh pulang untuk selamanya. Penerapan sanksi dibuang sepanjang adat
yaitu, kepada yang bersangkutan tidak lagi dibenarkan ikut serta dalam
kegiatan adat, tidak berhak menerima harta pusaka, tidak dibenarkan
bakubua di tanah pandan pakuburan kaumnya, tidak dibenarkan lagi
memakai suku kaumnya termasuk keturunannya.
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkawinan dalam masyarakat adat Minangkabau bertujuan untuk
melanjutkan garis keturunan ibu dan menciptakan hubungan kekerabatan, seperti
kerabat sumando dan sumandan, ipa dan bisan, mintuo dan minantu, dan bako dan
anak pisang. Dengan demikian, perkawinan bukan hanya membina hubungan antara
individu, tetapi juga membina hubungan antara keluarga dengan keluarga.t

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem
matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu
masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis keturunan ibu.
Seorang anak laki-laki dan perempuan merupakan klen dari kaum ibu. Dengan kata
lain seorang anak di Minangkabau akan mengikuti suku ibunya.?

Masyarakat kekerabatan matrilineal di Minangkabau melakukan perkawinan
dalam bentuk perkawinan semendo. Perkawinan semendo merupakan perkawinan
tanpa uang jujur, setelah perkawinan suami tetap berposisi orang luar, dia tidak
masuk kedalam kelompok istrinya. Peran suami hanya memberikan keturunan saja.
Karena itu suami tidak berkewajiban mendidik dan memberi nafkah anak, yang
berkewajiban mendidik dan memberi nafkah adalah Mamak. Dalam perkawinan
semendo ini anak yang lahir dari perkawinan masuk anggota kaum ibunya. Pada
hakikatnya, perkawinan dalam bentuk semendo adalah demi kepentingan kaum

pihak perempuan, untuk melanjutkan garis keturunan berdasarkan garis keturunan

'Hilman Hadikusuma, 1992, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung,
him. 23.

2Mersi, 2008, Sistem Kekerabatan Di Minangkabau, https://www.google.co.id/amp/s/
mersi.wordpress.com/2008/08/14/sistem-kekerabatan-di-minangkabau.
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ibu.® Setelah masuk Islam seorang laki-laki Minang dituntut untuk bertanggung
jawab pada istri dan anak-anak serta seluruh keturunannya.

Dalam perkawinan semendo, perkawinan tersebut menganut sistem
perkawinan eksogami. Sistem perkawinan eksogami yakni dimana seseorang pria
atau perempuan harus mencari calonnya di luar suku sendiri, misalnya seseorang
yang mempunyai suku Caniago kawin dengan suku Piliang.* Jadi masyarakat
Minangkabau tidak boleh melakukan perkawinan dalam satu suku.

Perkawinan satu suku ini merupakan perkawinan yang dilarang dalam
masyarakat Minangkabau. Larangan perkawinan satu suku yaitu ketidakbolehan
melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan jika mereka mempunyai suku
yang sama. Perkawinan sesuku dianggap tidak baik karena itu berarti kawin
seketurunan. Jika dilakukan kawin satu suku, maka sama halnya dengan mengawini
saudara sendiri.® Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Yunuardi Dt. Tanali
sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) kota Solok, kawin satu suku ini ada
beberapa jenisnya, sebagai berikut:

1. Perkawinan mereka satu suku, satu niniakmamak, dan ada hubungan
darah,

2. perkawinan satu suku dan memiliki niniakmamak yang sama juga
tetapi tidak saparuik,

3. Perkawinan satu suku, tetapi beda wilayah tempat tinggal atau balain

panghulu.

Di kota Solok masih banyak yang melakukan perkawinan satu suku yang

diberi sanksi oleh Niniakmamak. Pada tahun 2014-2015 di kota Solok

*Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Adat, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, him, 82.

4Laksanto Utomo, 2016, Hukum Adat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, him, 97.

SHilman Hadikusuma, 1992, op. cit., him,100.
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terdapat 5 pasang keluarga baru yang melakukan perkawinan satu suku, 3
(tiga) menikah dalam satu suku, satu niniakmamak, dan tidak memiliki
hubungan darah (tidak saparuik) dan 2 (dua) perkawinan satu suku

berbeda nagari di kota Solok .°

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk
membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul “LARANGAN PERKAWINAN
SATU SUKU DAN AKIBAT HUKUMNYA DI KOTA SOLOK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai

berikut :
1. Perkawinan satu suku bagaimanakah yang dilarang dalam masyarakat
hukum adat di kota Solok?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku bagi
masyarakat di kota Solok?
C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi

ini antara lain :
1. Untuk mengetahui perkawinan satu suku yang dilarang dalam masyarakat
hukum adat di kota Solok.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku
bagi masyarakat di kota Solok.
D. Metode Penelitian
Untuk memperoleh hasil yang optimal, maka cara yang penulis tempuh

adalah dengan melakukan penelitian. Dengan berikut ini:

5 Wawancara dengan Yunuardi Dt Tanali Sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari
(KAN), tanggal 02 April 2018 di Kantor Kerapatan Adat Nagari kota Solok..
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1. Jenis Penelitian
Guna memperoleh data yang konkrit maka dilakukan penelitian.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis atau
socio-legal research. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang
bertujuan memperoleh data dengan penelitian langsung ke lapangan.’
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini besifat deskritif karena dari hasil penelitian ini diharapkan
akan diperoleh gambaran faktual mengenai larangan perkawinan satu suku dan
akibat hukumnya di kota solok.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian

adalah sebagai berikut:

a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data
itu diperoleh melalui wawancara dengan bapak Yunuardi Dt Tanali sebagai
Ketua Kerapatan Adat Nagari sebagai informan. Dasril Dt magek kayo dan
Ajiri Dt Sutan Mudo sebagai Niniakmamak, Ovirianto dan Dian Novita Sari
sebagai pihak yang melakukan perkawinan satu suku di kota Solok sebagai
responden.
b. Data Sekunder
Data didapatkan melalui penelitian terhadap berbagai dokumen dan
literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder ini diperoleh
dengan melakukan kajian pustaka terhadap buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal
dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

" Soejono Soekanto, 2006, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, him, 7.
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Teknik pengumpulan data dilakukan dengan :
a. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya
jawab secara lisan. Teknik wawancara yang digunakan dengan cara semi
terstruktur, dimana penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan secara
sistematis dan dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.
b. Studi kepustakaan
Pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis
dengan mempelajari buku-buku, dan sumber tertulis dengan jurnal-jurnal yang
berhubungan dengan penelitian penulis.
5. Analisis Data
Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode
analisis kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek
yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan untuk memperoleh jawaban dari

rumusan masalah yang diteliti dan diuraikan dalam bentuk kalimat.
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